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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Seleksi bakal calon DPRD dilaksanakan dalam rangkaian sistem 
rekrutmen politik setiap partai politik. Komarudin Sahid menyebut bahwa 
rekrutmen politik memegang peranan penting dalam organisasi, serta orang-
orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di 
suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.  
Sebab, partai politik sebagaimana disebutkan Komarudin Sahid adalah 
organisasi yang berkorelasi dengan kekuasaan negara. Lebih lanjut, 
Komarudin menyebutkan pola rekrutmen kader politik diterapkan melalui 
tahapan dari hasil evaluasi sejak level paling bawah.1 
Metode seleksi bakal calon DPRD adalah kom ponen penting dalam 
demokrasi partai politik secara internal. Dalam pasal 241 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pengajuan 
calon anggota DPR-RI,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada 
pasal 241 ayat 2 menentukan bahwa seleksi bakal calon anggota DPRD harus 
dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART internal 
partai politik.2 
Problematika dalam tahapan pencalonan calon DPRD oleh partai politik 
selama ini berlangsung tertutup. Partai politik tidak menyuguhkan informasi
                                                       
1Komarudin Sahid. 2011.Memahami Sosiologi Politik .Ghalia Indonesia. Cet. 1. Hal.  57. 
2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
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yang cukup mengenai metode rekrutmen dan seleksi calon anggota DPRD 
kepada masyarakat.  
Dalam UU No 2 Tahun 2008 dan UU No 2 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 
tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi 
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara 
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.3makna yang dapat kita tarik menyebut 
bahwa partai politik adalah pilar demokrasi.  
 
Demokrasi partai dipandang sebagai kemampuan partai dalam agregasi 
kepentingan, formulasi kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki 
kemampuan, dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik. Proses 
dalam rekrutmen dan kaderisasi selama ini menggunakan pola tradisional.  
Partai politik dihadapkan dalam proses kaderisasi, Sebagian partai politik  
tidak mempunyai sistem kaderisasi yang terlembaga. Pengisian jabatan 
strategis dalam parpol tidak terlepas pengaruh personifikasi, kekeluargargaan 
dan para pemodal.  
Kecenderungan dalam politik transaksional terjadi peningkatan pada 
Pemilihan Umum tahun 1999 sampai dengaan tahun 2014.4Menurut laporan 
yang dikemukakan oleh Indonesian Corruption Wacht (ICW) menerangkan 
bahwa parpol dianggap masif melakukan korupsi elektoral dengan bentuk 
pemberian uang maupun barang kepada para pemilih.5 
                                                       
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik . 
4 Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan. 2010. Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta.  
  Yayasan TIFA dan IC. Hal. 23. 
5Ibid. Hal. 33. 
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Publik mengharapkan sebuah partai politik yang berdampak positif bagi 
masyarakat secara langsung. Visi dan misi partai politik masih kurang dalam  
membangun organisasi mendekati kata ideal serta terlembaganya mekanisme 
demokrasi internal partai politik.6  
Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi merupakan syarat yang  
penting dalam menjamin terlaksananya hak politik dari warga negara.7 Sartori 
menyatakan bahwa fungsi utama yang dimiliki oleh partai politik adalah 
untuk menghubungkan warga negara dengan lembaga eksekutif dalam hal ini 
pemerintah.8 
Partai politik merupakan pilar demokrasi yang memiliki tugas untuk 
mengimplementasikan kehendak masyarakat, melaksanakan pendidikan 
politik,menawarkan kebijakan serta menyediakan calon pemimpin kepada 
rakyat dalam pemilihan umum.9 
Banyak organisasi yang meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak 
terbangun suatu tradisi di mana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama 
sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keroganisasian. Dalam hal 
demikian, berarti derajat pelembagaan organsisasi tersebut sebagai institusi,  
masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai 
organisasi yang kuat.  
                                                       
6 Adnan Topan Husodo. 2009.Gunung Es Korupsi di Parlemen. dalam  Jangan Bunuh KPK. 
    Jakarta.Gramedia. Hal. 42.  
7Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,  
   Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Hal. 709 – 708. 
8Josh Maiyo. 2008. Political Parties and Intra-Party Democracy in East Africa - From  
   Representative to Participatory Democracy.  Thesis. Netherland. Leiden University. Hal. 19. 
9Susan Scarro. 2005.Political Parties Democracy in Theoritical and Practical Perspective  
  Implementing Intra-Party Democracy . Washington. National Democratic Institute. Hal. 3. 
      
 
 
 
 
  
4 
 
Gejala personalisasi juga terlihat tatkala suatu organisasi mengalami 
kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Selama 
suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian 
kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang 
dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya.10 
Tujuan utama partai politik jika hanya sekedar menemukan orang untuk 
dapat menarik publik tanpa perlu dihubungkan dengan sistem rekrutmen 
sebagai kader partai politik. Memungkinkan jika orang tersebut tidak paham   
terkait pekerjaannya sebagai pelayan publik. Hal ini berbeda dengan apa 
yuang dideskripsikan oleh Feith tentang anggota dan pemimpin partai politik 
pada tahun 1950.11 
Sesungguhnya jika diamati lebih jauh manajemen parpol yang berbasis 
kekuatan kapital yang berorientasi pada kekuasaan tersebut telah mendorong 
proses demokrasi dikelola secara kartel politik.12 Hal ini menyebabkan 
dinamika kehidupan demokrasi terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang  
mengarah kepada demokrasi transaksional. Dimana makna demokrasi sebagai 
kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak di tangan rakyat dan 
kedaulatan rakyat.13 
 
 
                                                       
10Jimly Asshiddiqie. 2015. Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat DanDemokratis.  
    Malang.Setara Press . Hal.  209. 
11Herbert Feith. 2006. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia . Equinox Publishing.Hal. 122. 
12R.H. Chilcote. 2003. Teori Perbandingan Politik: Penulusuran Paradigma . Jakarta. Rajawali  
    Pers. Hal. 57. 
13Muhammad Koesnoe.1982.  Musyawarah dalam Miriam Budiardjo. ed., Masalah Kenegaraan.   
    Jakarta.Gramedia. Hal. 57. 
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B. Rumusan Masalah  
Melihat luasnya cakupan masalah yang menyangkut persoalan rekrumen 
partai politik ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada persoalan: 
1. Bagaimana sistem rekrutmen calon DPRD oleh DPC Partai PDI 
Perjuangan Kota Malang Dalam Perspektif Demokrasi?  
2. Bagaimana problematika dan tantangan rekrutmen calon DPRD oleh DPC  
Partai PDI Perjuangan Kota Malang Dalam Perspektif Demokrasi?  
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan pen ulis 
bertujuan : 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji sistem rekrutmen calon Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah oleh DPC Partai PDIP Kota Malang Dalam 
Perspektif Demokrasi.  
2. Untuk mengetahui dan mengkaji problematika dan tantangan rekrutmen  
calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh DPC  Partai PDI Perjuangan 
Kota Malang Dalam Perspektif Demokrasi.  
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penulisan hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir penulis dalam 
menerapkan ilmu yang di peroleh dalam konsentrasi hukum tata negara  
ini.disamping itu penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk 
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menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang.  
2. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat dalam 
memperoleh informasi serta mampu berfikir dan berpendapat secara kritis 
terkait dengan rekrutmen calon dewan perwakilan rakyat daerah oleh 
partai politik dalam perspektif demokrasi.  
3. Bagi Partai Politik  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana seharusnya  
mengelola partai politik yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ideal serta  
melakukan rekrutmen calon dewan perwakilan rakyat daerah yang 
demokratis. 
E. Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan pada tujuan penulis paparkan maka diharapkan penelitian ini 
memberikan kegunaan dalam hal :  
1. Secara Teoritis  
penulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di 
Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait rekrutmen 
calon dewan perwakilan rakyat daerah oleh partai politik dalam perspektif 
demokrasi.  
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2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran baru 
sehingga menjadi konsep baru maupun norma baru yang dapat diterapkan 
pada partai politik di indonesia. 
F. Metode Penelitian  
1. Metode Pendekatan  
Dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat 
hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di DPC Partai PDI Perjuangan Kota Malang. 
Alasan pemilihan lokasi ini bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Malang  
mendominasi dengan raihan kursi di dewan paling banyak. Yakni 12 kursi 
dari total 99.555 suara yang didapatkan berdasarkan data dari KPU. Oleh 
karena itu penulis menilaiproses-proses rekrutmen calon dewan 
perwakilan rakyat daerah di tubuh Partai PDI Perjuangan Kota Malang 
dalam perspektif demokrasi sangat penting di teliti karena berimplikasi 
terhadap perkembangan masyarakat dan Kota Malang sendiri. 
3. Jenis Sumber Data  
Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis 
bahan hukum yaitu : 
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a. Sumber Data Primer 
Data yang bersifat utama atau sebagai dasar utama dalam penulisan 
penelitian ini adalah melalui wawancara, menghimpun data secara 
langsung dan lain – lain. 
b. Sumber Data Sekunder 
Merupakan data pendukung untuk melengkapi bahan hukum premier. 
Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen 
dokumen terkait dengan permasalahan,dan sumber informasi dari 
internet.  
c. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam hal ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta  
observasi. Teknik wawancara sendiri antara peneliti dan responden 
untuk menggali informasi, dalam hal dokumentasi peneliti melakukan 
pemgambilan data baik secara langsung maupun tidak langsung, 
kemudian dalam teknik observasi peneliti menggali,menghimpun serta  
menganalisis proses pengumpulan data sehingga membuahkan 
kesimpulan yang matang dan objektif.  
d. Analisa Data 
Menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam hal 
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  
Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan 
pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu 
peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai sistem  
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rekrutmen calon dewan perwakilan rakyat daerah oleh DPC Partai PDI 
Perjuangan Kota Malang. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan 
untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang di 
dasarkan pada pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait 
dan penafsiran peneliti.  
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas 
akhir ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tersusun secara berurutan dari Bab I 
sampai dengan Bab IV secara garis besar diuraikan sebagai berikut :  
1. BABI PENDAHULUAN  
Bab pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab mulai dari Rumusan 
Masalah sanpai dengan Sistematika penulisan.  
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Merupakan teori-teori dalam rekrutmen dan teori demokrasi internal partai 
politik, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait Rekrutmen Calon  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Partai Politik Dalam Perspektif  
Demokrasi (Studi di DPC PDI Perjuangan Kota Malang). 
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Merupakan hasil penelitian yang telah dikaji serta dianalisa secara detail 
berdasarkan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan :  
1.  Sistem rekrutmen calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh DPC  
Partai PDI Perjuangan Kota Malang dalam perspektif Demokrasi . 
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2. Problematika dan tantangan rekrutmen  calon Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah oleh DPC Partai PDI Perjuangan Kota Malang Dalam  
Perspektif Demokrasi.  
4. BAB IV PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan Rekrutmen 
Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Partai Politik dalam  
perspektif Demokrasi (Studi di DPC Partai PDI Perjuangan Kota Malang 
